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KEPUTUSANBl.]PATIMAJALENGKA

NOMOR141 /Kep.1212-DPMD /2021

TENTANG

PERESMIANANGGOT.A~~A-Q~NP~gMlJ~.YAWf\;RAr~N..DESA PERGANTIAN
ANTARWAKTUDES{\I\ERTA,W'~NANq:l.JN.KECAMATANKERTAJATI

KABUPA'PENMAJALENGKA

BUPATI,MAJALENGKA,

,
;;,.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubJngan d(:ngan adanya kekosongan Anggota
Badanpehng~yafaratan . Desa i pada Desa
KertawiIlangui].5t";I(ycamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka dan-agar tida1.<.'terjadi'kevakuman dalam
penyeIen~%~~f:p~me~nt1lhan, p~JI1bangupan dan
peIaY1illaUWisYarakat, •perlu meresmikan Keanggotaan
Badan'Perrrihsya,~arat1ill Desa Pergantian AntarWaktu
D~sa Kerta~narigun .Kecam~tan Kertajati Kabupaten
Majalengka;

b. bahwa. berd.~f!arkaI1 ii' pertimb,ang1ill sebl3.gljlimana
dima1<:suddalfiih hUM El. dan. sesuaidengan Pasal 85
Peraturan pab'rah_Kab~paten Maj~engka Nomor 2
Tahun 2015.,tentWig Del:3asebagaimana teIah diubah
denganP.yn:~t~ranDa~rall Kalmpaten ¥ajalengka Nomor
6 Tahun: 2019Zty.~t:ang'PYl:ubahanAtasPeraturan Daerah
Kabupateri'.M~j~epgka;N?IIlQr. 2 Tahun 2015 tentang
Desa, m~. pyI-lu. 'mhestpikap. Anggota Badan
Permusyawarl3.t1illDesaPergantian Antar Waktu Desa
Kertawin~gun ,"Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka yang ditetapkan1dengan Keputusan Bupati.

1. Undang'-l]ndang'.Nom()r 1~ Tahun 1950 tentang
Pem1:>entl1k~..' 'pl.ierah;;paerah Kabupaten dalam
Lingk1.ing~,'IJ6pip.~i Dj~~a,. Barat (Berita Negara
ReP'l11:>IiIflIIld<>riesia:\Tal:1Up.1950) .sebagaimana telah
diub:1lh denganUn:dapg,-Uil,dling Nomor 4 Tahun 1968

;1. ,. ,-., - ""4_~'- ',,'. :jt:( ... <,.,~.~~_:;;,',_, " ~:.:'-t- .":: ',"_::~-,._ _ ,-~
tentang Peiribentukaii .!Cabupaten 7 PUiwakarta dan
KabuPiltyn;Supahg dengan mengub,ah Undang-Undang
Nomor 14.rfapun 1990'tentarig Pembenfukan Daerah-
DaerahKa~BR~teJ}./qal8£1;~0gkung~ Propinsi Djawa
Bm-at (LeWb~~N~gm:a:Ryp~b,lik; Indonesia Tahun ~950
Nomor 31, ..Tam1.>aga,n'Lembaran Negara Republik
Indonesia N?mor2851);

2.Undang-Undang 2



2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015
ten tang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : 3



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Surat Kepala Desa Kertawinangun Nomor 824/268 -
Des/2021 tanggal 10 Juni 2021 Hal Permohonan
Penyampaian Usul Pemberhentian dan Usul
Pengangkatan Anggota BPDDesa Kertawinangun.

MEMUTUSKAN:

Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pergantian Antar Waktu Desa Kertawinangun Kecamatan
Kertajati Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

I

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATUadalah sampai dengan Tahun 2025 yang
merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota
Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan.

Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATUsesuai peraturan perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 JJesember 2021

BUPATIMAJALENGKA,



LAMPIRAN
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 141/Kep.1212::-'uP¥J.i/2021
Tanggal 22 JJesember 2021-
Tentang PERESMIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA KERTAWINANGUN
KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN
MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATANDESA PERGANTIANANTAR
WAKTU DESA KERTAWINANGUN KECAMATAN KERTAJATI

KABUPATEN MAJALENGKA

NO NAMA
TEMPAT, ALAMAT

TANGGAL LAHIR

Majalengka,
Blok Desa RT.008/RW.001 Desa

1 JUNED Kertawinangun Kecamatan
8 Agustus 1960 Kertajati Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI
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